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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang dari penelitian yang dilakukan vyaitu untuk
mengetahui atau mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program bantuan
perbaikan fisik rumah tidak layak huni di Kota Padang khususnya di Kecamatan
Koto Tangah, apakah sudah tepat sasaran sesuai tujuan dari program tersebut,
maka setelah dilakukan evaluasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa program
perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang belum berhasil mencapai
maksud dari pelaksanaan program tersebut, yaitu “Terbangunnya rumah yang
sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan”. Hal ini disebabkan karena
sebagai berikut :
1. Besaran anggaran yang diberikan untuk perbaikan rumah tidak layak huni
di di kawasan penelitian belum mempertimbangkan kondisi kerusakan
bangunan setiap unit rumah yang dibantu (rusak ringan, rusak sedang, dan
rusak berat). Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 62 Tahun 2022,
besaran anggaran yang diberikan sama untuk setiap unit rumah yaitu sekitar
Rp. 50.000.000/unit rumah. Padahal setiap unit rumah memiliki kondisi
kerusakan yang tidak sama sehingga membutuhkan penanganan dan
anggaran yang tidak sama untuk setiap unit rumah yang dibantu agar tujuan
dari program perbaikan rumah tidak layak huni tercapai.
2. Bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni yang dilakukan lebih
memprioritaskan  kepada variabel ketahanan/keselamatan bangunan

(perbaikan dari fisik bangunan saja) yaitu ALADIN (atap, lantai dan
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dinding), dan belum memperhatikan kriteria rumah layak huni lainnya
seperti pemenuhan kecukupan minimum luas bangunan dengan jumlah
penghuni dan variable kesehatan penghuni yaitu berupa akses terhadap air
minum yang layak, akses terhadap sanitasi yang layak, kecukupan

pencahayaan serta sirkulasi udara.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kota Padang disarankan untuk merevisi Peraturan Walikota
Padang No. 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali
Kota Nomor 25A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah, mengingat besaran anggaran perbaikan rumah tidak layak huni
yang diberikan untuk setiap unit rumah tidak bisa sama yaitu sekitar Rp.
50.000.000/unit rumah. Hal ini karena setiap unit rumah memiliki kondisi
kerusakan yang tidak sama, yang membutuhkan penanganan dan anggaran
yang tidak sama untuk setiap unit rumah yang dibantu agar tujuan dari
program perbaikan rumah tidak layak huni tercapai.

2. Mengingat pentingnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat
maka disarankan perbaikan ke depannya mempertimbangkan kriteria
pendukung rumah layak huni lainnya yaitu penyesuaian luas lantai sesuai
dengan perhitungan jumlah penghuni di rumah tersebut dan penyediaan
akses terhadap air minum serta sanitasi yang layak, sehingga rumah yang
tadinya termasuk kedalam katogori tidak layak huni dapat memenuhi

kriteria rumah layak huni.
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